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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

( Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagarl,

‘ 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Nagari,

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Nagari,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu
Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027,
dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA © Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari sebagalmana

dimaksud pada Diktum KESATU selama 6 (enam) b5 TN
sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. :
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- KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Anggota Badan Permusyawaratan Nag
Diktum KESATU berkedudukan
Pemerintahan Nagarl, berfungsi

Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali
kat Nagari dan melakuRan pengawasan

menyalurkan aspirasi masyard
kinerja Wali Nagarl

Anggota Badan Permusyawaratan Nag
Diktum KESATU mempun
dalam Pasal 62 dan Pasa

Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari,

sebagal
membahas

ari sebagaimana dimaksud pada

unsur penyelenggara
dan menyepakati

Nagari, menampung dan

arl sebagaimana dimaksud pada
yai kewajiban dan hak sebagaimana diatur
| 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

serta melaksanakan dan

mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Bupati 1nl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal

BUPATI PESI

November 2021

SELATAN,
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